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Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika geopolitik yang terus 

berkembang, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pertahanan 

negara menjadi semakin penting bagi setiap warga negara. Buku ini, dengan 

judul "Dinamika Kebijakan Pertahanan Negara", merupakan sebuah upaya 

untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang strategi dan 

kebijakan yang mendasari pertahanan suatu negara. 

Kebijakan pertahanan tidak lagi hanya menjadi domain eksklusif para ahli 

strategi militer, tetapi juga menjadi isu yang relevan bagi masyarakat umum. 

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek 

penting yang terkait dengan kebijakan pertahanan, mulai dari analisis 

ancaman keamanan hingga implementasi strategi pertahanan dalam konteks 

global yang semakin kompleks. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada para 

pembaca yang telah memilih untuk menyempatkan waktu mereka untuk 

membaca dan mempelajari isi buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan 

wawasan yang berharga dan membantu memperkaya pemahaman kita 

tentang kompleksitas kebijakan pertahanan negara. 

 

Selamat membaca. 
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BAB 1 

PENGANTAR DAN TEORI KEBIJAKAN NEGARA 

 
Kebijakan negara adalah seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan 

yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan 

pendidikan hingga lingkungan dan keamanan nasional. Berikut adalah 

beberapa komponen penting dalam memahami kebijakan negara:1 

Tujuan: Setiap kebijakan negara dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan ini 

bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa meliputi 

berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan 

lingkungan. 

Proses Pembuatan Kebijakan: Proses pembuatan kebijakan melibatkan 

serangkaian langkah yang kompleks. Ini bisa termasuk pengumpulan data, 

analisis masalah, pembahasan dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders), penyusunan rancangan kebijakan, pengambilan keputusan, 

dan implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut. 

Pengambil Keputusan: Kebijakan negara biasanya diambil oleh badan 

atau lembaga pemerintah yang berwenang, seperti kabinet, parlemen, atau 

lembaga eksekutif. Proses pengambilan keputusan dapat melibatkan berbagai 

aktor, termasuk pejabat pemerintah, ahli kebijakan, akademisi, dan kelompok 

kepentingan lainnya. 

Implikasi: Setiap kebijakan negara memiliki implikasi yang bisa signifikan 

bagi masyarakat dan ekonomi. Implikasi ini bisa bersifat positif maupun 

negatif, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, 

seperti lapangan pekerjaan, harga barang dan jasa, tingkat kemiskinan, dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Evaluasi dan Revisi: Kebijakan negara harus dievaluasi secara berkala 

untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Evaluasi ini dapat mengarah pada revisi atau perubahan kebijakan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Keterbukaan dan Akuntabilitas: Penting untuk menjaga keterbukaan dan 

akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan negara. Ini termasuk 

transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi publik dalam proses 

tersebut, serta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. 

 
1 BPK RI, https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021, diakses 

tanggal 6 Mei 2024 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021


 

 

BAB 2 

MODEL DAN PENDEKATAN  

DALAM ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA 

 
Analisis kebijakan negara adalah proses evaluasi dan pemahaman 

terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara 

dalam berbagai bidang kebijakan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan 

pertahanan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan 

tersebut dibentuk, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat 

dan negara secara keseluruhan.4 

Dalam analisis kebijakan negara, beberapa langkah yang umumnya 

dilakukan meliputi: 

Identifikasi Isu atau Masalah: Identifikasi masalah atau isu yang menjadi 

fokus kebijakan negara. Hal ini bisa meliputi masalah ekonomi, keamanan, 

lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau isu-isu lain yang dianggap penting 

oleh pemerintah. 

Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Menganalisis kebutuhan yang mendasari 

pembentukan kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah 

dalam menangani isu tersebut. 

Penelusuran Alternatif Kebijakan: Menelusuri berbagai alternatif 

kebijakan yang dapat diambil untuk menangani isu atau masalah yang ada. 

Setiap alternatif kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak yang berbeda, 

sehingga perlu dipertimbangkan dengan seksama. 

Evaluasi Kebijakan yang Ada: Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada 

atau sedang diterapkan oleh pemerintah untuk melihat efektivitas, efisiensi, 

dan relevansinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perumusan Kebijakan Baru: Jika diperlukan, merumuskan kebijakan baru 

atau merevisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan. 

Implementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, 

termasuk alokasi sumber daya, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan 

program-program yang terkait. 

 
4  BPSDM Sulawesi Slatan, https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-

kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah, diakses tanggal 

6 Mi 2024. 

https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah
https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah


 

 

BAB 3 

KEBIJAKAN MARITIM 

 
Kebijakan Maritim adalah serangkaian langkah dan strategi yang 

dirancang oleh suatu negara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi 

sumber daya dan wilayah lautnya, melindungi keamanan dan kedaulatan 

maritim, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 

yang bermukim di sekitar wilayah maritim tersebut. Kebijakan Maritim 

mencakup berbagai aspek, termasuk pertahanan maritim, pengelolaan 

sumber daya laut, pembangunan infrastruktur maritim, pengembangan 

ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, kerjasama maritim regional 

dan internasional, serta pemberdayaan masyarakat maritim.8 

 

Secara umum, kebijakan maritim bertujuan untuk: 

Memanfaatkan potensi sumber daya laut: Mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya laut seperti ikan, minyak dan gas bumi, mineral, energi 

terbarukan, serta kekayaan biologis lainnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi negara dan masyarakat yang bergantung pada laut. 

Melindungi kedaulatan dan keamanan maritim: Mempertahankan 

kedaulatan negara di wilayah lautnya, melindungi perbatasan maritim dari 

ancaman seperti invasi militer, pencurian sumber daya, dan tindakan ilegal 

lainnya, serta mengatasi ancaman keamanan seperti terorisme maritim dan 

perdagangan ilegal. 

Mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan: Menerapkan kebijakan 

dan praktik yang mendukung pelestarian ekosistem laut, mengurangi 

pencemaran laut, memulihkan habitat terumbu karang, dan mengatasi 

dampak perubahan iklim terhadap laut. 

Meningkatkan konektivitas maritim: Membangun infrastruktur maritim 

seperti pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan fasilitas transportasi laut 

lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau, memfasilitasi 

perdagangan laut, dan mendukung pariwisata maritim. 

Mendorong pembangunan ekonomi maritim: Mengembangkan sektor-

sektor ekonomi maritim seperti perikanan, kelautan, pariwisata, industri 

galangan kapal, logistik, dan perdagangan internasional untuk menciptakan 

 
8  Universitas Indonesia, https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-

menjadi-poros-maritim-dunia/, diakses tanggal 6 Mei 2024 

https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/
https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/


 

 

BAB 4 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN  

SUMBER DAYA NASIONAL 

 
Pengelolaan sumber daya nasional adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki suatu 

negara secara berkelanjutan dan optimal. Sumber daya nasional meliputi 

berbagai aset alam seperti hutan, lahan, air, mineral, energi, dan sumber 

daya laut yang menjadi bagian penting dari kekayaan negara dan 

keberlanjutan pembangunan.13 

 

Pengelolaan sumber daya nasional melibatkan beberapa aspek penting, 

termasuk: 

Pengelolaan Berbasis Ekosistem: Memperhatikan kelestarian ekosistem 

dan keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk 

pelestarian habitat, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem untuk 

mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan. 

Pemanfaatan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pemanfaatan sumber 

daya alam dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa 

depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Regulasi dan Pengawasan: Menerapkan regulasi yang tepat dan 

melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber 

daya alam untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, penangkapan ikan 

ilegal, perusakan lingkungan, dan penyalahgunaan sumber daya lainnya. 

Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat 

dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam proses pengambilan 

keputusan, penentuan kebijakan, dan pembagian manfaat dari pemanfaatan 

sumber daya alam. 

Pembangunan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, 

lembaga pengelolaan lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya alam melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer teknologi. 

 
13  BPK RI, https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019, diakses 

tanggal Mei 2024. 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019


 

 

BAB 5 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  

POSTUR PERTAHANAN MILITER 

 
Postur pertahanan militer mengacu pada struktur, kemampuan, dan 

kesiapan militernya suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman yang 

mungkin timbul dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup berbagai aspek 

termasuk kekuatan personel, peralatan militer, strategi pertahanan, dan 

kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh suatu negara. 

Berikut adalah beberapa komponen penting dari postur pertahanan 

militer:17 

Kekuatan Personel: Postur pertahanan militer melibatkan jumlah dan 

kualitas personel militer yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk angkatan 

darat, laut, udara, serta unit khusus dan pasukan cadangan. Ini termasuk juga 

pelatihan dan kesiapan personel untuk berbagai skenario konflik. 

Peralatan dan Teknologi: Postur pertahanan militer mencakup peralatan 

militer seperti pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, senjata, 

dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk operasi militer dan 

pertahanan wilayah. Peralatan ini harus dipelihara dengan baik dan 

diperbaharui secara teratur untuk memastikan kesiapan militer. 

Strategi Pertahanan: Ini mencakup strategi dan doktrin pertahanan yang 

diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, 

baik itu dalam bentuk serangan militer konvensional, serangan teroris, atau 

ancaman cyber. Strategi ini dapat meliputi doktrin penggunaan kekuatan, 

penempatan pasukan, dan integrasi alat pertahanan nasional. 

Kesiapan Operasional: Postur pertahanan militer juga mencakup kesiapan 

operasional angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman yang mungkin 

muncul. Ini meliputi latihan militer, pemeliharaan peralatan, perencanaan 

operasi, dan pengawasan atas posisi dan aktivitas musuh potensial. 

Kebijakan Keamanan Nasional: Kebijakan keamanan nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah juga merupakan bagian penting dari postur 

pertahanan militer. Ini mencakup penentuan prioritas keamanan, alokasi 

sumber daya, kerjasama pertahanan internasional, serta upaya diplomasi 

untuk mencegah konflik dan memperkuat kerja sama keamanan regional. 

 
17  Prabowo Subiyanto, https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/26/urgensi-ruu-

pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-

indonesia.html, tanggal 6 Mei 2024. 

https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html
https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html
https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html


 

 

BAB 6 

KEBIJAKAN PENGERAHAN  

PERTAHANAN NIRMILITER 

 
Pertahanan nirmiliter merujuk pada serangkaian strategi, kebijakan, dan 

tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan 

nasional dan menjaga kedaulatan tanpa menggunakan kekuatan militer 

secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan instrumen-

instrumen non-kekerasan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.22 

 

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari pertahanan nirmiliter: 

Diplomasi: Diplomasi adalah instrumen utama dalam pertahanan 

nirmiliter. Negara menggunakan diplomasi untuk membangun hubungan baik 

dengan negara-negara lain, memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan 

mencapai kesepakatan diplomatik dalam rangka mencapai kepentingan 

nasional tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. 

Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional merupakan bagian 

integral dari pertahanan nirmiliter. Negara bekerja sama dengan negara-

negara lain, organisasi internasional, dan lembaga internasional untuk 

memperkuat keamanan regional dan global, membangun kepercayaan, dan 

mengatasi tantangan bersama seperti terorisme, perdagangan manusia, dan 

perubahan iklim. 

Pengembangan Kapasitas Non-Militer: Pertahanan nirmiliter mencakup 

pengembangan kapasitas dalam bidang-bidang non-militer seperti 

pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi 

ketidaksetaraan, dan menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas dan 

perdamaian. 

Diplomasi Ekonomi: Pertahanan nirmiliter juga melibatkan penggunaan 

diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Ini termasuk 

kerjasama ekonomi, investasi asing, perdagangan internasional, dan sanksi 

ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa perlu 

menggunakan kekuatan militer. 

 
22  Lemhanas RI, http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-

011600000000162/swf/4233/files/basic-html/page8.html, diakses tanggal 6 Mei 2024. 
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BAB 7 

KEBIJAKAN PENGERAHAN  

PERTAHANAN MILITER 

 
Pertahanan militer adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu negara atau entitas untuk melindungi wilayahnya, kepentingan nasional, 

serta masyarakatnya dari ancaman, serangan, atau agresi dari luar. Ini 

melibatkan penggunaan kekuatan militer, termasuk pasukan darat, laut, 

udara, dan sumber daya terkait lainnya, untuk mempertahankan kedaulatan 

negara dan menjaga keamanan dalam negeri.27 

 

Pertahanan militer memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: 

Mempertahankan Kedaulatan dan Wilayah: Pertahanan militer bertujuan 

untuk melindungi wilayah suatu negara dari invasi atau agresi militer dari 

pihak luar. Ini mencakup pertahanan terhadap serangan darat, laut, dan 

udara yang bertujuan untuk menguasai atau merampas wilayah suatu negara. 

Menjaga Keamanan dan Stabilitas: Pertahanan militer juga bertujuan 

untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri dengan menanggulangi 

ancaman dalam negeri, termasuk pemberontakan, terorisme, atau kejahatan 

bersenjata lainnya. Hal ini mencakup pengamanan perbatasan, pemeliharaan 

ketertiban umum, dan penegakan hukum. 

Menjamin Kedaulatan Maritim dan Udara: Bagi negara yang memiliki 

wilayah maritim atau udara yang luas, pertahanan militer juga bertujuan 

untuk menjaga kedaulatan di sektor tersebut. Ini termasuk patroli laut, 

pengawasan udara, dan penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut. 

Mendukung Kebijakan Luar Negeri: Pertahanan militer dapat digunakan 

untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk dalam hal 

menjaga kemitraan dan aliansi, memberikan bantuan militer kepada negara-

negara sahabat, atau berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. 

Pertahanan militer sering kali merupakan bagian integral dari strategi 

keamanan nasional suatu negara dan dapat melibatkan berbagai aspek, mulai 

dari persenjataan dan pelatihan militer hingga strategi perencanaan 

pertahanan yang lebih luas. 

 

 
27 STEM, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertahanan_militer, diakses tanggal 6 

Mei 2024. 
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